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PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO 

NOMOR 24 TAHUN 2011 

TENTANG 

PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU 
DI KABUPATEN BOJONEGORO 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOJONEGORO, 

Menimbang a. bahwa sooagai lindak lanjut ketentuan dalam PasaJ 66A ayal (1) 
Undang-ondang Nomor: 39 T ahun 2007 tenlang Perubahan atas 
Undang-ondang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai; 

Mengingat 

b. bahwa dalam rangl<a kelancaran penoounaan Dana Bagi Hasil 
Cukai Hasil Tembakau <i Jawa Tim,. dan ...iuk memfasilli1asi 
Pembinaan Linglwngan Sosial, khususnya i-,ingkalan derajat 
kesehatan masyaral<al dan pemb9rian modal ketja serta bantuan 
sarana dan prasarana p,oduksi; 

c. bahwa sebagai tindak lanjut salinan dari Peraturan Gubemur 
Jawa Timur Nomor: 51 Tahun 2009 tenlang Pedoman Umum 
Peoggunaan Dana Bagi Hasil Cuilai Hasil Tembakau di Jawa 
Tmur dan Peraturan Glt>emur Jawa Timur Nomor.51 Tahun 2010 
tentang Perubahan alas Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 
51 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana hasil 
Cukai Hasil Tembakau di Jawa Tmur. 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
hurvl a. b dan c, maka perfu menetapkan Pedoman Umum 
Penggunaan Dana Hasil Cukal Hasil T embakau di Kabupaten 
Bojonegoro; 

1. Undang•Undang Nomor 12 T ahun 1950 tentang Pembentukan 
Oaerah-Oaerah Kabo ,palen/Kota di linglwngan Provinsi Jawa 
Timur; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukal (Lembaran 
Negara Tahl.ll 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3613) sebagaimana telah diooah dengan Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 
105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755); 

3. Undang-Undang Nomor 17 T ahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Talul 2003 Nornor 47, Tambahan 
Lembatan Negara Nomor 4286): 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinlah 
Daefah (Lembaran Negara Tahun 2004 Hornor 125, Tambahan 
Lembaran Negara N-Omor 443n sebagaimana telah di ubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 T ahun 
2008 (Lembaran Negara Tamm 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4844). 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lernbaran 
Negara Nomor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Salcit 
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan lembaran 
Negara Nomor 5072); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 140. (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahon 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemenntah, Pemerintah Oaerah 
PIOllinsi dan Pemerintahan Oaerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor4737); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
PedOman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menleti Oalam Negeri Nemer 59 Tahun 
2001; 

10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang 
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi 
Alas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
T embakau, sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menten 
Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009. 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa rtmur Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Pengelol.aan Keuangan Daerah Provinsi Jaws Tunur 
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E). 

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Perserean Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi 
Jawa Timur (Lembaran Daerah T ahun 2009 Nomor 3, Seri E); 

13.Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 51 Tahon 2009 tentang 
Pedornan Umum Pengetotaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
T embakau di Jawa Timur; 

14. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Tmur; 

15. Peraturan Gubemur Jawa Tmur Nomor 29 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan 
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Todak Terduga 
Provinsi Jaws Timur. 

16. Peraturan Gubemtir Jaws Timur Nom0f: 51 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas pef8turan Gubemur Jawa TllllUr Nomor: 51 
Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi 
Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jaws Trmur 
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MEMUTIJSKAN : 

Menetapkan : PERAT\JRAN BUPATI BOJONEGORO TEHTANG PEDOMAN 
UMUM PENGGUNAAN DANA BAGI HASlL CUKAI HASIL 
TEMBAKAU DI KABUPATEH BOJONEGORO. 

BABI 
KETEHT\JAN UMUM 

Pasal 1 

Dal.lm Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro. 

2. Bupati adalah Bupati Bojonegoro. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBO 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Bojooegoro. 

4. Kabupaten adalah Kabupaten Bojonegoro. 

Pasal 2 

Oengan Peraturan ini, ortetapkan Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil 
Cukai Hasil Tembakau do Kabupaten Bojonegoro sebagaimana te<sebut dalam 
Lampiran. 

BAS Ii 
PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU 

Pasal3 

(1) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau dia~kan dal.Jm undang - undang 
mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perubahannya. 

(2) Alollasi dana bagi hasil cullai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) kepada Oaerah Provinsi dan ditefuskan pada Kabupaten Bojonegoro 
ditetapkan dalam Peraturan Mental Keuar,gan. 

Pasal 4 

(1) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
digunakan un!tJk mendanai kegjatan : 
a. peningi(atan kualitas bahan baku; 
b. pembinaan industri; 
c. pembinaan lingkungan sosial; 
d. sosialisasi kelenluan di bidang cukai dan/ alau; 
e. pemberantasan barang kens cukai ilegal. 

(2) Bupati bertanggungjawab untuk menggerakkan, meodorong clan melaksanakan 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan 
SKPO Pengelola OBHCHTmm Teknis menindaklanju1i kegiatan tersebut 
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Pasal 5 

Peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksod dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf a digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau 
yang meliputi : 

a. Standarisasi kualrlas bahan baku: 
b. Mendon:iog pembudidayaan bahan baku dengan leader nikotin rendah; 
c. Pengembangan sarana laboratorium uji dan Pengembangan metode pengujian; 
d . Penanganan panen dan pasca panen bahan baku; 
e. Peoguatan kelembagaan kelompok tani dan pedagang bahan baku untuk 

induslri dan hasil tembakau. 

Pasal6 

Me11d010119 pemt,udidayaan bahan baku deogan kadar nikotin rendah sebagalmana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, sekurang-l<umngnya mencakup kegiatan : 
a. Pembinaan, penyediaan dan pengawasan benih ungguf i>ennuiu; 
b. Percontohan lntensifikasi tembakau; 

c. Revitalisasi T embakau ekspor. 
d Peogendalian hama dan penyaltit tembakau secara terpadu dan ramah 

lingkungan: 
e. Bimbingan teknologi budi daya tembakau; 

f. Pembinaan usaha tani tembakau. 

Pasal 7 

Penanganan panen dan pasca panen bahan baku sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 hurut d, sel<urang-kurangnya meliputi: 

a. Pengembangan teknologi panen dan pasca panen; 
b. Peogembangan sarana dan prasarana usaha komo<frti tembakau. 

Pasal8 

Penguatan kelembagaan kelompok tani dan pedagang behan baku untuk industri dan 
hasil tembakav sebagainiana dimaksud dalam Pasal 5 huruf sekurang-kurangnya 
meliputi: 
a. Pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok tani/ gabungan kelompok 

tani/asosiasi petani tembakau; 

b. Fasilitasi kemilraan usaha tani tembakau; 
c. Perencanaan areal Pengembangan sarana dan prasarana usaha l<omoditi 

tembakau ; 
d. Peikuatan permodalan melalui skema pembiayaan, hibah, bantuan sosial, 

modal kerja. 

Pasal 9 

Pembinaan iodUSlri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan 
untuk pembinaan induslri hasil tembakau yang meliputi : 

a. Registrasi mesin pefinting sigarel (rol<ol() tembakau; 
b. Penerapan Ketentuan terkait hak alas kekayaan intelektual (HAKI); 

c. Pembentul<an Kawasan lndustri Hasil T embakau; 
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d. Pemetaan lndustri hasil tembakau; 
e. Kemitraan antara Usaha Kecil Menengah (UKM) hasi1 tembakau dan koperasi 

dengan industri besar hasil tembakau; 

f. Penguatan ke!embagaan asosiasi industri hasil tembakaul rokok; 

g. Peningkatan dan Pengembangan proses induslri hasil tembakau dengan kadar 
tar dan nikotin rendah; 

h. Penerapan Good Manufacture Praclices (GMP) dalam rangka peoingkatan 
kualitas produk hasil tembakau; 

i Peoerapan Social Resp0nsibility Tobacco Programme (SRTP) dan Social 
Responsibility Programme (SRP); 

j. Pembinaan legalitas industri hasil tembakaulrokok sosiaflsasi ketentuan, 
pemturan dan penjinan yang bef1aku bagi industri hasil tembakau/rokok; 

k. Pembinaan dan fasilitasi dalam rangka penguatar pedagang dan industri hasil 
tembakaulrokol<; 

I. Peningkatan sistem jaminan mutu tembakau dan rokok; 

m. Peningkatan kompelensi laboratoriurn uji; 

n. Peningkatar, Kuati•as, Kompetensi dan Manajerial SOM aparat, pelaku usaha 
dan masyarakat dirmgkungan industri rokok; 

a. Peningkatan dan Pengembangan pasar dalam negerilluar negeri lndustri hasil 
tembakau; 

o. Pengembangan dan Penerapan standardisasi mutu tembakau; 

p. Fasiti!asi konseling industri rokok dan dampaknya; 
q. Peningkatan pengawasan barang beredar dan per1indungan konsumen; 

r. Peningkatan dan pengembangan desain kemasan produk industri hasil 
tembakau. 

Pasal 10 

Registrasi mesin pefinting sigaret (rokok) tembakau sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 huruf a, sekurang-kurangnya mencakup data: 
- Pendataan, verifikasi, kodifikasi dan ~ mesi<'I pefo 1ti119 sigaret (rokok). 

Pasal 11 

Penerapan Ketentuan terkait hak atas kekayaan intelektual (HAKI) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, metiputi : 

a. Fasilitasi perfindungan indikasi geografis tembakau: 
b. F asifrtasi periindungan varielas tanaman tembakau; 

c. F asililasl perlindungan alas paten T embakau Bawah Naungan (TBN); 
d. Fasilitasi per1indungan alas label dan merek dagang; 

e. Fasililasi perlindungan HAKI tertiadap merk rokok pada industri hasil lembakau; 

Pasal 12 

Pemetaan lndustri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d. 
meliputi : 
a. Pendataan industri has,l tembakau (rokok); 

b. Pembuatan sislem dan database induslri hasil tembakau; 
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Pasa/13 

Penerapan Good Manufacture Practices (GMP) dalam rangka peningkatan kualitas 
produk hasil tembakau sebagaimana dimaksud daJam Pasal 9 huruf h, meliputi : 

a. Penyuwnan dokumen sistem mutu Good Manufac:lure Practices (GMP); 
b Sosialisasi dolwmen sistem mutu Good Manufacture Practices (GMP): 
c. Pelatihan Good Manufacture Practices (GMP); 

d. Fasilitasi, bimbingan dan penerapan dokumen sistem mutu Good Manufacture 
Practices (GMP): 

e. Pelabnan Blennding hasil tembabulrokok. 

Pasal14 

Penerapan Social Responsibility T obecco Programme (SRTP) dan Social 
Responsibility Programme (SRP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf I, 
melip<.rtj : 
a. Penyusunan dokumen sistem Social Responsibility Tobscco Programme 

(SRTP) dan Social Responsibility Programme (SRP); 
b. Sosiallsasi dokumen sistem Social Responsibility Tobacoo Programme {SRTP) 

dan Social Responsibility Programme {SRP); 

c . Pelatihan sistem Social Respot1$ibi/ity TObacctJ Programme (SRTP) dan Social 
Responsibility Programme (SRP); 

d. Fasilitasi. bimbingan dan penerapan sistem Social Responsibility Tobscco 
Programme (SRTP) dan Social Responsibility Programe (SRP). 

Pasalt5 

Pembinaan legalitas industri hasil tembakau/rokok. sosialisasi ketentuan peraturan 
dan perijinan yang berlaku bagi industri hasil tembakau/rokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasat 9 huruf j, meliputi: 
a. Bimbingan dan fasilitasi perolehan 9in industri hasil tembakau/rokok; 
b. Pelatihan penc:egahan dan penanganan rokok ilegal; 

c. Bimbingan dan fasilitasi legalitas usaha industri hasil tembakau/rokok. 

Pasal 16 

Pembinaan dan fasilitasi dalam rangka penguatan pedagang dan industri hasil 
tembakau/rokok &ebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k, melipuli kegiatan : 

a. Bimbingan teknis manajemen industri hasil tembakau/rokok ; 

b. Pembinaan dan fasilitasi pedagang hasi1 tembakaufrokok dan industri hasil 
tembakau/rolcolc melalui bantuan per1<ua1an permodalan dan sarana produksi; 

c. Pembinaan kemampuan kelerampilan karyawan indil5lri hasll tembakau/rokolt; 

d. Penumbuhan wirausaha baru di bidan9 industri dilingkungan industri rokok. 

Pasal17 

Peningkatan siSleln jaminan mutu tembakau dan roktJk sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 huruf I, meliputi : 
a. Sosialisasi sistem manajemen mutu: 
b. Pelab'han sistem manajemen mutu; 
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c. F asititasi, bimbingan, penerapan dan sertifikasi sistem manajemen mutu; 
d. Audrt internal sistem manajemen mutu. 

Pasal 18 

Peningkatan kompe{en$i laboratolium uji sebagaimana dimakwd dalam Pasal 9 
huruf m, sekurang4wrangnya meliputi : 
a. Pengadaan sarana dan prasarana smoking machine, 
b. Meningkatkan kompetensi SOM pengambil contoh dan penguji rokok; 

c. Membangun dan mempenuas jejaring antar laboratolium melalui Mutual 
Recognition Asran9ement (MRA); 

d. Membangun dan mempenuas jejaring antar laboratorium,baik nasional maupun 
intemasional. 

Pasal 19 

Peningkatan Kualitas, Kompetensi dan Manajerial SOM aparat, pelaku usaha dan 
masyarakat dilingkungan industri rokok sebagaimana dimaksud dalam Pesa! 9 huruf 
n. ~,goya meliputi : 
a. Peningkatan kualitas SOM di bidang fumlgasi. pengujian dan inspeksi 

tembakau; 

b. Peningkatan kuafrtas SOM aparat/pembina, pelaku usaha tembakau dan 
industri hasil tembakau; 

c. Peningkatan keterampilan masyarakat dibidang industri di lingkungan industri 
hasil tembakau. 

Pasal20 

Peningkatan dan Pengembangan pasar dalam negeri/luar negen lndusiri hasil 
tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf o , meliputi : 
a. Peningkatan dan pengembangan eksp()( hasil produk tembakau; 

b. Partisipasi pame,-an tembakau di dalam negeri dan luar negeri; 
c. Pembualan dan penayangan materi promo pada media celak/ eleklronik; 
d. Peningkatan promosi penggunaan produksi dalam negeri dan pengembangan 

usaha bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah 
penghasil bahan baku industri hasil tembakau. 

e. Peningkatan bina pasar dan distribusi hasil usaha bagi masyarakat di 
lingkuogan industri hasif tembakau dan/atau daerah penghas.l bahan baku 
industri hasil tembakau. 

f. Pengembangan potensi produk ekspor industri hasil tembakau. 

g. Peningkatan pemasaran melalui pasar lelang produksi hasil tembakau. 

Pasal21 

Pengambangan den Penerapan standardisasi mutu tembakau sebagaimana 
<ftmaksud dalam Pasal 9 huruf p, sekurang-kurangnya meliputr. 

a Penyusunan rancangan Stander Nasional Indonesia ($NI) tembakau; 

b. Sosialisasi SNJ tembakau; 

c. Pelatihan SNI tembakau; 
d. Fasilitas., bimbingan. penerapan dan sertifikasi SNI tembakau; 
e. Pertemuen teknis dan konvens. standardisasi contoh tembal<au; 

f . Wor1<sh0p tembakau. 
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Pasal22 

Peningkatan peng.,--wasan barang beredar dan perlindungan konsumen sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 huruf q, sekurangkurangnya meliputi : 

a. Pengawasan dan pengenda6an produk hasil tembakau impor; 

b. Pelahllan penggunaan timbangan yang benar bagi pelsni tembakau, pedagang 
tembakau den industri hasil tembakau dalam rsngka penyuluhan kemelrologian; 

c. Peningkalan peogawasan barang beredat dan pe,1indungan konsumen. 

Pasal 23 

Pembinaan lingkungan sosial digunakan untuk meminimalkan dampak negatif 
kegiatan industri has~ tembakau dari hukl hiogga hilir sebagaimana dimaksud da!am 
Pasal 4 ayat (1) huruf c. meliputi · 
a Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan 

mdustri hasil tembakau danlatau daerah penghasil bahan baku industri hasil 
tembakau ; 

b. Penerapan manajemen Limbah lndustri hasil tembakau yang mengacu pada 
Analis1s Oampak lingkungan (AMDAL) ; 

c. Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk 
merokok di tempat umum ; 

d. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasmtas 
perawatan l\esehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok. 

Pasal 24 

Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di tingkungan industri 
hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau 
sebagaimana dlmaJtsud dalam Pasal 23 huruf a, sekurar,g-kurangnya meliputi : 
a Pembinaan kemampuan dan ketrampilan dan peningkatan pendapatan 

masyarakat pada bidang pet1anian. petemakan. perikanan. perl(ebunan,dan 
kehutanan di lingl<ungan industri hasil tembakau danlatau daerah penghasll 
bahan baku industri hasil tembakau untuk pefluasan kesempatan kerja dan 
penempatan kerja di sector formal. 

b. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja unluk peningkatan kualitas dan 
produktifitas sumber daya manusia bagi tenaga kerja/ masyarakat di sektor 
tembakau; 

c. Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja, 
tennasuit pengembangan kesehatan dan keselamatan kerja (K3); 

d. Pengembangan hubungan Industrial yang harmonis. dialogis. adil dan 
bennartabat serta perbaikan upah, syarat kerja dan kesejahteraan pekerja/ 
bunJh; 

e. Peningkatan pelayanan kepada masyarakal melalui kegiatan penelilian. 
pengembangan SOM aparatur dan pengadaan sarana prasarana lembaga 
lalihan/unit 

f. Program penciptaan perluasan kesempatan kerja dengan memberikan : 

1. Bantuan modal kerja 
2. Bantuan sarana prasarana 

9. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial 
melalui peningkatan sarana dan prasarana bimbingan sosial, keterampilan di 
daerah industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku induslri 
hasiltembakau. 
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h. Pemberoa~ Penyandang Masalah Kesejahteraan So$ial (eks klien panti) 
melalui peningl<atan kemampuan clan keterampilan kerja di daerah induslri hasil 
tembakau dai1 a'.au daerah penghasll ballan baku ~1dustrt hasil tembakau. 

Pasal25 

Peoerapan manajemen Limbah tndustli has!! tembakau yang mengacu pada Anafisis 
Oampak lingkungan (AMDAL) sebagaimana dimaksud datam Pasal 23 huruf b. 
sekurang-kurangnya meliputi : 
a. Sosialisasi kebijakan pengelolaan lin~ungan hidup bagi kegiatan perkebl11181l 

tembakau, industri hasil tembakau dan industri pendukungnya; 

b. Pembinaan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) kegiatan pe,1tebunan 
tembakau dan industri hasil tembakau clan pendulwngnya; 

c. Pengawasan dan pemantauan kinefja pengelolaan lingkungan pada kegiatan 
Perkebunan Tembakau dan industri hasil tembakau clan pendukungnya yang 
mengacu pada pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKLI UPL, OPPL); 

d. Pengadaan prasarana pemantauan lingkungan dalam rangka pengawasan 
kinerja pengetolaan ling1<ongan bagi kegiatan perkebunan tembakau, industri 
hasH tembakau dan pendukungnya; 

e. Fasilitasi pengeto4aan lingkungan bagi perkebunan tembakau, industn hasil 
tembakau dan pendukungnya; 

f. Peningkatan kualitas SOM pengelolaan lingkungan bagi aparatur, masyarakat 
clan kegiatan perkebunan tembakau, inclustri hasH tembakau clan 
pendulwngnya, 

g. Penyusunan data base, pemetaan profil dan inventarisasi serta identifikasi 
potensi pencemaran lingkungan pada perkebunan tembakau, industri hasil 
tembakau dan pendul(ungnya. 

Passi 26 

Penetapan kawasan tanpa asap rokok clan penyediaan tempat khusus untuk 
merokok di t&mpat umum sebagimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c. sekurang­
kurangnya meliputj : 
a Penetapan kawasan tanpa rokok; 
b. Penyed",aan smocking area dan pertengkapanya. 

Pasal 27 

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan pelayanan 
kc s cNllall akJbat dampak hasit tembakau dan atau asap rol<ok, yang meliputi upaya 
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
huruf d, meliputi upaya sebagaimana berikut : 

a Promotif : 
1. Melalwkan penyuluhan; 
2 . Menyed"iakan saran den media promosi; 
3 lklan tayanan masyarakat bidang kesehatan; 
4 . Pembetdayean masyarakat melatui kegiatan edukasi deteksi dini; 

5. Pemasyarakatan Peritaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

b . Preventif . 
1. Pelatihan dan peningkalan kemampuan petugas dalam penanggulangan 

akibat dampak industri tembakau dan atau rokok; 
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2. Pembinaan, pemantauan, koordinasi dan evalua$i upaya teikait akibat 
dampak hasil industri tembakau dan atau rokok; 

3. Pemeliharaan kesehatan melalui screnning clan pendampingan (Home 
care) 

c. Kuratif; 

1. Penyediaan, pengembangan serta pemeliharaan sarans dan prasarana 
fisik pelayanan kesehalan: 

2. Pengadaan clan pemeliharaan peralatan kesehatan dan kedokteran: 
3. Pengadaan obat-obatan dan bahan pakai habis bagi fasilitas pemberi 

pelayanan kesehatan dasar dan rujukan: 

4. Pembiayaan pe;z;nan alat-alal kedokteran clan kesehatan; 
5. Penyedlaan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana 

penunjang pelayanan kesehatan, meliputi · radiology, laboratorium, gizi, 
serta menyusun Dokumen Pengelolaan Ungkungan, IPAL dan Incinerator; 

6. Pembiayaan kesehatan bagi pekerja industJi rokok dan petani penghasij 
tembakau. 

d Rehabllitalif : 
1. Penyediaan pe!ayanan kesehatan secara ber1ulla dan berkelanjuatn bagi 

peoderita; 
2. Memfasil1tasi eks penderita untuk meningkatkan derajat kesehatannya. 

Pasal 28 

Sosialisasi ketentuan di bi dang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) 
huruf d meliputi : 
a. Penyuluhan; 
b. Seminar: 
c. Forum Diskusi atau Dialog lnteraktif; 
d. Penyebaran pamflet, brosur, leaflet, spanduk, stiker, bilboard dan lain-lain; 

e. lklan layanan masyarakat. 

Pasal29 

Pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalatn Pasal 4 ayal 
(1) huruf e, melalui pengumpulan infonnasi peredaran hasit tembakau yang dUekati 
pita cukai patsu, yang tidak dilekati pita cukai/polo$, yang tmk 5e$U8i deoga.n 
peru,tukannya pada tempat penJual eoeran. 

BAB Ill 
RANCANGAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

Pasal30 

(1) Tim Tek.nis Pengelola DBHCHT membuat dan menyampaikan rancangan 
program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukal hasil tembakau 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Bupati melalui Tim Koorolnator 
Dana Bagi Hasil Cukal Hasil Tembakau cq. Adminislrasl Perekonomian 
sebelum tahun anggaran befjalan. 
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(2) Tim Koordmator membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan 
dan peoganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan konsolidasi 
rancangan program kegiatan dari SXPD Pengelola DBHCHT kepada Gube.-nur 
Cq. Biro Adminislrasi Perekonomian Sekretarial Daerah Provinsi Jawa Timur .. 

(3) Tim T ekns/SKPO Kabupaten Bojonegoro membuat laporan alokasi peoggunaan 
dana atas peJaksarlaa1t kegiatan l<apada Bupali Cq. Bagian Administrasi 
Perekonomian seklelariat Oaerah Kabupaten Bojonegoto di!eruskan kepada 
Gubemur ~mana dimal<sud pada ayat (1) se!iaJ> 6 (enam) bulan se!<.ali. 

(4) Bupati/Tim Koordinator Cq Bagian Administrasi Perakonomian Sekretariat 
Daerah Kabupaten Bojonegoro membuat laporan alokasi peoggunaan Dana 
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atas pelaksanaan kegiatan dan laporan 
konsolidasi darl Ttm Teknis SKPO Pengelola DBHCHT setiap 6 (enam) bulan 
sekali kepada Gubemur Provinsi Jawa r mur Cq. Biro Administrasi 
Perekonomian Sekretariat Daerah PTOvinsi Jawa rmur. 

(5) laporan kegiatan disusun dengan manggunakan format sebagaimana tersebut 
dalam Lampiran. 

Pasal31 

(1) Anggota Tim Teknis SKPD menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 ayat (3) dilaksanakan deogan ketentuan sebagai berikut 

a. Untuk semester pertama pafmg lambat tanggal 1 o Jufi dan 
b. Untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Oesember. 

(2) BupatllT tm Koordinator menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagal berikut 

a. Untuk semester pert.ams pafmg lambat tanggal 20 Juij dan 
b. Untuk semester kedua pafing lambat tanggal 20 Desember. 

(3i Dalam hal tanggal 1 o atau tanggal 20 jatllh pada hall ft bur, batas akhir 
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 
dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya. 

BABIV 
MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal32 

(1) Guna mengetahui peri(embangan pelaksanaan penggunaan dana Bagi Hasil 
Cukai Hasil Tembakau pertu dilakukan monitoring dan evaluasi. 

(2) Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilaksanakan untuk : 

a. Mengetahui kemajuan dan peri(embangan capaian program; 

b. Menilal !<e,ies, otlan pelal<Sanaan program dengan kebijakan; 
c. T ujuan dan mekanisme yang tel ah ditetapkan dan; 
d. Mendokumantasi berbagai kegiatan sebagai bahan untuk manyusun 

tindakan perbaikan program. 
(3) Tun KooJdinator Kabupaten Bojonegoro selaku Sekretariat Dana Bagi Hasil 

Cukai Hasil T embakau melakukan monitoring dan evaluasi Penggunaan Dana 
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bail< di Ongkungan SKPD pengelola Alokasi 
DBHCHT Kabupaten Bojonegoro. 
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Pasal33 

(1) Bagi Tim Teknill/SKPD pengelola Alokasi BHCHT yang terbukti tidak mentaati 
atau dinilai lelah melanggar ketenluan alas penggunaan alokasi dana bagi hasil 
cukai hasil tembakau, dikenakan sanksi berupa pengurangan sampai dengan 
pencabutan alokasi dana untuk tahun anggaran berilwtllya 

(2) Apabila le,jadi pelanggaran hukum oleh pengelola program atau pihak lainnya, 
akan dise!esaikan sesuai prosedur dan ketenluan hukum yang berlaku. 

BABV 
KETENTUAN LAIN-LAJN 

Pasal 34 

Pada saat Peraturan 6upati im mutai berlaku, mako Peroturan Bupati 6ojonegoro 
Nomor 47 Tahun 2009 tanggal 6 Juli 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 
Penggunaan Dana B;igi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Bojonegoro dicabut 
dan dinyatakan lidak beriaku. 

BABVI 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal35 

Peroturan Bupati ini mulai berlaku pado tanggal diundangkan, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinlahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Oaerah K.abupaten Bojonegoro. 

0,undangkan di Bojonegoro 
pada langgal 28 Pebruari 2011 

Ottetapkan di Bojonegoro 
pada tanggal 28 Pebruari 2011 

BUPATI 80JONEGORO, 

ttd. 

HSU VOTO 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

ttd. 

Dnl. SOEHAOI MOEWONO.MM 
Pembina U1ama Muda 

NIP. 19600131 198603 1 008 

SERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 201~ NOMOR 24. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIS OAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

Pai, SOEtt;;::!bsno;MM > 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19600131198603 1 008 



LAMPIRAN PEAATURAN BUPATI BOJONEGORO 
NOMOR : 24 T AHUN 2011 
TANGGAL : 28 PEBRUARI 2010 

PEDOMAN UMUM 

PENGGUNMN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU 

0IKABUPATENBOJOHEGORO 

BABI 

PENOAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Oalam APBN 2009 pemerintah telah menetapkan target penerimaan 

cukai sebesar Rp. 49,49 Triliun. yang terdiri dari cukai hasif tembakau (rokok) 

sebesar Rp 48,24 Triliun, cukai ethyl alcohol Rp. 479 Miliar, dan cukai minuman 

mengandung e!hyf alcohol (MMEA} sebesar Rp. TT5.6 ,...i!iar. Dengan demikian 

jika di6hal dari komposisi penerimaan cukai ini, hampir 96% berasal dari cukai 

hasil tembakau. Seiring dengan diterapl<annya berbagai kebijakan dibldang 

aJkai di tahun 2009 akan dapat menciptakan iklim industri yang sehat. 

mempetl(uat struktur industri. menuju administrasi yang sedemana dan 

mengurangi penyebab peredaran cukai ilegal. Khusus dibidang cukai hasil 

tembakau, Pemarintah akan tetap mengacu pads kabl'jakan yang talah 

ditetapkan dalam Road Map lndustri Hasal Tembakau (IHT), yailu periode 2007-

2020 kebijalcan cukai akan diprioritaskan pada aspek tenaga kerja, aspek 

penerimaan dan kesehatan. 

Namun demikian, target penerimaan tef"Sebut bisa saja meteset dengan 

semakin maraknya peredaran rokok ilegal. Sebagai dampak dari beradamya 

rokok ilegal di Indonesia, pemasukan negara dari cukai rokok tidak sesuai 

dengan jumlah rokok yang beradar. Potensi kerugian neg81ll dengan 

beredamya rollok ilegal ini secara rata-rata meocapai lebih dari Rp. 2 T riliun per 

tahun. Selain itu, peredaran rokok ilegal juga mengganggu kinerja serta pasar 

industri rokok legal. Beberapa hal yang mendorong semakin banyaknya 

peredaran rokok ilegal antara fain ada1ah sebagai dampak kenaikan cukai 

melatui Undaf1!rllndang Nomor 39 Tahun 2007 dan krisis global yang tidak 

diimbangi oleh kenaikan daya beli konsumen. Selain itu juga adanya sebagian 

pengusaha yang ingin mendapatkan keuntungan tinggi dengan cara 

rnenghindari pembaya:ran pajak dan cukai sef1a adanya perbedaan tarif cukai 

yang cukup tinggi antara pabrik gokmgan I, II, dan Ill. serta lemahnya 

penegakan hukum dan terbatasnya lapangan kerja. 
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Untuk mengurangi ken.igian pemerintah akibat adanya 1'01\ok ,legal, 

khususnya cukai llegal, maka ha! mendasar yang harus ditempuh oleh 

pemerintah adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terutama 

para produsen rokok ilegal dan pelaku cukai iiegaj tentang berbagai alasan 

adanya kenaikan target penerimaan cukai. Serta belapa cukai ilegal sang at 

merugikan negara. Oengan semakin men1ngl<atnya pemahaman dari para 

pelaku produsen rokok ilegal tentang hal tersebut. diharapkan akan 

mempermudah merakukan pembinaan perusahaan rokok i1egal dalam rangka 

pemberantasan cukai ilegal. Upaya~paya untuk memberikan pemahaman 

tentang berbagai aspek cukai ini dapa1 ditempuh melalui lokakarya ketentuan 

umum di bidang cukai kepada masyarakat luas terutamanya bagi Produsen 

rokok, bail< perusahaan rokok berskala kecil atau besar, birokratti;rokrat yang 

be<kec:impung dengan cukai ser1a akademisi-akademisi yang berminat 

mendalami tentang cukai. 

Mempemmbangkan kondisi teraebut diatas, Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur akan lerus berusaha mendorong daerah-<jaerah penghasil ternbakau 

maupun daerah-daerah produsen industri hasil tembakau untuk terus 

mengembangkan potensi yang dimilikinya, secara terintegrasi bersama-sama 

dengan Pemerintah Pusat dan Kabupalenl Kola serta mengambil langkah­

langkah s1ra!egis dalam upaya meningkatkan muru, baik pada aspek 

penyediaan bahan baku maupun hasi! industrinya disamping memberikan 

penjelasan kepada masyarakat luas tentang pentingnya pengenaan dan 

penggunaan aJ!<ei hasil tembekau yang pada akhimya manfaatnya diharap4<an 

dapat memberikan kesejahteraan yang lebih besar bagi seluruh masyarakat di 

Jawa nmur. 

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Perubahan alas 

Undang-Undang Nomor 11 T ahun 1995 tentang Cukai yang menetapkan 

sebagian hasil cukai rokok dikembalikan kepada daerah penghasil serta 

Peraturan Me11te11 Keuangan RI Nornor 60/PMK07/2008 tentang Dana Alol<asi 

Cul(al Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan 

RI Nomor 84/PMK07/2008 yang dirubah dengan Peratvran Menteri Keuangan 

RJ Nornor 20/PMK07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

T embakau dan Sanksi alas penyalatigunaan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai 

Has~ Tembakau untuk menggerakkan, maka perlu ditindaldanjuti dengan 

dite<bitkannya pedoman umum pelaksanaan. 
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1.2 Maksud dan tujuan 

1.2.1 Maksud 

Disusunnya pedo<nan omom penggunaan Dana Bagi Has~ Cukai 

Hasil Tembakau adalah sebagai pedoman bagi petaksana penerima 

dana agar dapat memenolli prins,M)rinsip pelaksanaan dan pengelolaan 

keuangan yang balk. 

1.2.2 Tojuan 

Adapun tujoan pedoman omom ini adalah : 

1. Sebagai kerangka acuan penyusunan dan pelaksanaan 

program/kegiatan di SKPD yang te,l(alt; 

2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan koordinasi lintas sektor; 

3. IVlenjamin tertil>nya administras, pelaksanaan program/kegiatan 

sesuai dengan peruntukllannya. 

1.3 Landasan Hokum 

1. Undang-Undang NomOI' 5 Tahon 1984 tentang Perindustrian; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahon 1995 tentang Cukai sebagaimana 

perubahan dengan atas Undang-llndang Nomor 39 Tahun 2007; 

3. Undang..Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup; 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Peffindungan Konsumen: 

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas 

Tanaman diondangkan di Jakarta p8da tanggal 20 Desember 2000 LNRI 

Tahun 2000 Nomor 241; 

6. Undang-llndang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 

diundangkan di Jakarta p8da tanggal 20 Desember 2000 LNRI Tahun 2000 

Nomor242; 

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain lndustri 

diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2000 LNRI T ahun 2000 

Nomor243; 

8. Undang-Undang Nomor 14 T shun 2001 tentang Paten diundangkan di 

Jakarta p8da tanggal 1 Agustus 2001 LNRI Tahon 2001 Nomor 109; 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk diundangkan di 

Jakarta p8da tanggal 1 Agustus 2001 LNRI Tahun 2001 Nomor 110; 

10. Undang-Undang Nomor 19 Ta.Ill!!) 2002 tentang Hall Cipta diundangkan di 

Jakarta pada tanggaJ 29 Juli 2002 LNRl Tahun 2002 Nomor 85; 

11. Undang-Undang NomOI' 13 T ahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ; 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok 

bagi Kesehatan; 

13 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun 2008 telah dialokasilcan Dana Alokasi Cukai Hasil 

Tembakau Tahun Anggaran 2008 ; 

14. Perattr.m Menteri Keuangan Nomor 60IPMK.07f2008 tentang Dana 

Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun 2008 ; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang penggunaan 

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau den sanksi alas penyalahgunaan 

alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009; 

16. Peraturan Menten Keuangan NolTlO< 85/PMK.07/2009 tentang Alolc.asi 

Semen!ara Dana Bagi Hasif Cukai Hasi! Tembakau Taht,n Anggaran 2009; 

17. Peraluran Gubemur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembagian 

Dana Bagi Has ii Cukai Hasil T embakau kepada Provinsi Jawa Timur dan 

Kabupalen/Kota di Jewa rmur Tahun Anggaran 2009 : 

18. Keputusan Gubemur Jawa Trnur Nomor 188/18M<PTS/013/2010 tentang 

Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau di Jawa Tmur, 

19. l<eputusan Ketua Trn Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil 

Cukai Hasll Tembakau di Jawa Timur Nomor 525/3545.1/KPTS/021/2009 

tentang Sekretariat Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau dJ Jawa Timur. 

1.4 Ruang Ungkup 

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan ini meliputi : 

1. Pereocanaan; 

2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan; 

3. Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan; 

4. Monttoring dan EvaJuasi. 
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BABU 

PERENCANAAN 

Oalam rangka penggunaan dana alokasi bagi hasil cu1<ai hasit tembakau diperlukan 

perencanaan persiapan pelal<sanaan : 

1 _ Persiapan pelaksanaan Program Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau; 

2. Melakukan koordinasi dengan dinas/badan tetkait Pemerintah Pusat, Provfnsi 

dan Kabupaten/Kola serta inslansi verblull; • 

3. Melakukan pendataan potensi Kabupaten/Kota dalam rangka P8™apan 

pembagian alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasit Ternbakau; 

4. Sosialisasi alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Kabupalen/ 

Kola; 

5. Melakukan rapat sinkronisasl program Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai 

Hasil T embakau dengan instansi terl<ait. 

BABIIJ 

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

Mekanisme Program Dana Bagi HasW Cukai Hesil Tembakau dilaksanakan rnelalui: 

3.1 Peningkatan Kuatitas Bahan Baku industri hasil tembakau yang meliputi : 

1. Standarisasi kualilas bahan baku ; 

2. Mendorong pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikolin rendah 

mefiputi : 

a Pembinaan, penyediaan dan pengawasan benih unggul bermutu; 

b. Peroontohan lntensifikasi tembakau; 

c. Revitalisasi Tembakau ekspor: 

d. Pengendalian hama dan penyal(it tembakau secara te<padu dan 

ramah lingkungan: 

e. Bimbingan teknolog1 budi daya tembakau; 

f. Pembinaan usaha tani lembakau. 

3. Pengembangan sarana laboratorium uji dan Pengembangan metode 

pengujian ; 

4. Penanganan panen dan pasca panen bahan baku : 

a . Pengembangan telmologi panen dan pasca panen : 

b. Pengembangan sarana dan prasarana usaha komodni tembakau. 
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5. Penguatan kelembagaan kelompoj( taoi dan pedagang bahan baku untuk 

indus!n dan hasil tembakau : 

a. Pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok tani/gabungan 

kelompok tani/asosiasi petani tembakau; 

b. Fasilitas kemitraan usaha lani tembakau ; 

c. Pet eucanaan areal tembakau dan usaha agribisnis berbasis 

tembakau. 

3.2 Pembinaan lndustri di gunakan untuk pembinaan industri hasil tembakau yang 

melipub: 

1. Registrasi mesin pelinting sigaret (rokok) tembakau ; 

Pendataan, verifikasi, kodefikasi dan sertifil<asi mesin pelinting sigaret 

(rol<ok); 

2. PeneI-apan Ketentuan terl<ait hak alas kekayaan intelektual (HAK!) : 

a. Fasilitasi penindungan indikasi geografis tembakau; 

b. F 8Sllitasi per1indungan varietas tanaman tembakau 

c. FasiTrtasi per1indungan atas paten Tembakau Bawah Naungan (TBN); 

d. Fasilitasi periindungan alas label dan merek dagang; 

e. Fasilitasi per!indungan HAKI terhadap merlc rol<ak pada indusrti hasil 

tembakau. 

3. Pernbentukan Kawasan lndustri Hasil Tembakau; 

4. Pemetaan lndustri hasil tembakau : 

a Pendataan industri hasil tembakau (rol<ak); 

b. Pembuatan sistem dan data basa industri tembakaufrol<ok; 

5. Kemitraan antara Usaha Kecil Menengah (UKM) hasil tembal<au dan 

koperasi dengan industri besar hasil tembakau; 

6. Penguatan kelembagaan asosiasi industri has! lembakau/ rokok; 

7. Peningkatan dan Pengembangan proses indus1ri hasil tembakau dengan 

kadar tar dan nikotin rendah; 

8 . Penempan Good Manufacture Practices (GMP) dalam rangka peningkatan 

kualitas produk hasil tembakau : 

a. Penyusunan dokumen sistem mutu Good Manufactu/'8 Practices 

(GMP); 

b. Sosialisasi dakurnen sistem mutu Good Manufacture Practices 

(GMP); 

c. Pelatihan Good Manufacture Practices (GMP); 

d. Fasifitasi. bimbingan dan penerapan dokumen sistem mutu Good 

Manufacture Practices (GMP); 
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e. Pelatihan Blennding hasil tembakau/ rokok. 

9. Penerapan Social Responsibility Tobacco Programme (SRTP) dan Social 

Responsibility Programme (SRP) : 

a. Penyusunan dokumen sistem Sccial Responsibility Tobacco 

Programme (SRTP) dan Social Responsibility Programme (SRP); 

b. SosiaJisaSt dokumen SISlem Soaal /g,sponsibility Tobacco 

Programme (SRTP) dan Social Responsibility Programme (SRP); 

c. Pelalihan sistem Social Responsibility Tobacco Programme (SRTP) 

dan Social Responsibility Programme (SRP); 

d. F asililasi. bimbingan dan penerapan sistem Social Responsibility 

Tobacco Programme (SRTP) dan Social Responsibility Programs 

(SRP). 

10. Pembinaan legalit.as industri hasil tembakau/rokok. sosialisasi ketentuan. 

peraturan dan perijinan yang berlaku bagi industri hasil tembakau/rokok : 

a. Bimbir1gan dan fasilitasi perolehan ijin industri hasil tembakau/rokok; 

b. Pelatihan pencegahan dan penanganan rokok llegal: 

c. Bimbingan dan fasilitasi legalitas usaha industri hasil tembakau/rokok. 

11. Pembinaan dan fasilitasi dalam rangka penguatan pedagang dan industri 

hasil tembakau/rokok : 

a Bimbingan teknis mana,-,men industri hasi! tembakau/rokok; 

b. Pembinaan dan fasilitasi pedagang hasil tembakau/rokok dan industri 

hasil tembakau/rokok melalui bantuan perkuatan permodalan dan 

sarana produksi; 

c. Pemblnaan kemampuan keterampilan karyawan industri hasll 

tembakautrokok; 

d. Penumbuhan wirausaha bans di bidang induslri dilingkungan lndustri 

rokok. 

12. Peningkatan sistem jaminan mutu tembakau dan rokok : 

a. Sosialisasi sistem manajemen mutu; 

b. Pelatihan sistem rnanajemen mutu; 

c. FaStlitasi. bimbingan. penerapan dan sertifikasi sistem manajemen 

mutu; 

d. Audij internal sistem rnanajemen mutu. 

13. Peningkatan kompetensi labora!orium uji : 

a Pengadaan sarana dan prasarana smoking machine; 

b. Meningkatkan kompetensi SOM pengambll contoh dan penguji rokok; 

c. Membangun dan memperfuas Jel8ring antar laboratonum melafui 

Mutual Reccgnitlon Arrangement (MRA); 
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d. Membangun dan mempenuas jejariog antar laboratofium,baik 
naslonal maupun intemaslonal. 

14. Peningkatan Kualitas, Kompetensi dan Manajerial SOM aparat, pelaku 

usaha dan masyarakal dilingi<ungan induslri mi<ok : 

a Peningkatan kualitas SOM di bidang fumigasi. pengujian dan inspel<si 

tembakau; 

b. Peningkalan kualilas SOM aparal/pembina. pelaku usaha tembakau 

dan induslri hasil tembakau; 

c. Peningkatan keterampifan rnasyarakat dibidang industri di finglwngan 

induslri hasil tembakau. 

15. Peningkatan dan Pengembangan pasar dalam negeril luar negeri lndustri 

hasil lembakau: 

a. Peningkatan dan pengembangan ekspor hasil pmduk lembakau; 

b. Partisipasi pameran tembakau di dalam negeri dan luar negeri; 

c. Pembualan dan penayangan materi promo pada media 

cetak/elel<lronik; 

d. Peningjlatan pelayanan Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor, 

e. Peningkatan promosi penggunaan produksi dalarn negeri dan 

pengembangan usaha bagi daerah peoghasil bahan baku industri 

hasil tembakau; 

f. Paningkatan bina pasar dan distribusi di daerah penghasil bahan 

baku induslri hasil tembakau; 

g. Peogembangan potensi produk ekspor, 

h. Peningka!an pemasaran melalui pasar !e!ang. 

16. Pengembangan dan Penerapan standardisasi mutu tembakau : 

a. Penyusunan rancangan SNI tembakau; 

b. Sosialesasi SNI tembal<au; 

c. Pelalihan SNI tembakau: 

d Fasilitasi, bimbingan, penerapan dan sertifikasi SNI tembakau; 

e Pertemuan tekms dan konvensi standanf,sasi contoh tembakau: 

f. Wcrl<shop tembakau. 

17. Fasi1itasi konseling industri rokok dan dampaknya; 

18. Peningkatan pengawasan barang beredar dan penindungan konsumen : 

a Pengawasan dan pengendafian produk hasil tembakau impor; 

b. Pelatihan penggunaan tlmbangan yang benar bagi petani tembakau. 

pedagang tembakau dan industri hasrl tembakau dalam rangka 

penyuluhan kemeteorologian; 
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c. Peoingkatan pengawasan baning beledal dan penindungan 

konsumen. 

19. Peningkatan dao pengembangan desain kemasan produk industri hasil 

tembakau. 

3.3 Pembmaan Lingkungan Sos,al digunakan untuk memm,malkan dampail negabf 

kegialan industri hasft tembakau dari hulu hingga hilir yang meliputi : 

1. Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan 

industri hasil tembakau dan/atau daerah penghaS1l bahan baku industri 

hasil tembakau : 

a. Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi masyarakat 

untuk pertuasan kesempatan kerja dan penempatan kerja di sektor 

format 
b. Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja untuk peoingkatan 

kualitas dan produktifitas sumber daya manusia bagi tenaga kerja/ 

masyarakat di selctor tembakau; 

c. Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungao tenaga 

kerja_ termasuk pengembangan kesehatan dan keselamatan kerja 

{K3); 

d. Pengembangan hubungan Industrial yeng harmonis. d'ialogjs, adil dan 

bermartabat serta perbaikan upah, syarat kerja dan kesejahtetaan 

pekerjalburuh; 

e. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan 

penelilian. pengembangan SOM aparatur dan pengadaan sarana 

prasarana lembaga lalihanlunit; 

f. Program penciptaan perluasan kesempatan kerja dengan 

memberikan : 

Bantuan modal kerja 

Bantuan sarana prasarana 

g.. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan So6ial (eks kfien 

pant,) me!alui peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja d, 

daerah industri hasil tembakau dan atau daerah penghasil bahan 

baku industri hasil tembakau. 

2. Penerapan manajemen limbah lndUS1n hasil tembakau yang mengacu 

pada Analisis Dampak lingkungan (AMOAL) 

a. Sosialisasi kebijakan pengelolaan fingkungan hidup bagi kegiatan 

perflebunan tembakau, industri hasil tembakau dan industri 

J)B!'ldukungnya; 
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b. Pembinaan Sistem Manajemen ~ungan (SML) kegiatan 

pen<ebunan tembakau dan lndusll1 hasU tembakau dan 

pendukungnya; 

c. Pengawasan dan pemantauan kinerja pengek>laan lingkungan pada 

kegiatan Peri<ebunan T embakau dan indUSlri hasil tembakau dan 

pendukungnya yang mengacu pada pelaksanaan dokumen 

lingkungan (AMDAL. UKLI UPL. DPPL); 

d. Pengadaan prasarana pemantauan fingkungan dalam rangka 

peogawasan kinerja pengelo!aan fingkungan bagi kegiatan 

pecl(ebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya: 

e. Fasilitasi pengelolaan lingkungan bagi pecl(ebunan tembakau, industri 

hasll tembakau dan pendukungnya serta bagi pelayanan kesehatan 

rujukan; 

f. Peningkatan kuali!as SOM pengelolaan lingkungan bagj aparatur, 

masyarakat dan kegiatan perkebun tembakau, industri hasil 

tembakau dan pendukungnya; 

g. Penyusunan data base. pemetaan profil dan inventarisasi serta 

identffikasi potensi pencemaran lingkungan pada perkebunan 

tembakau, industri hasJl tembakau dan pendukungnya. 

h. Pembangunan !PAL wm.>k mengolah air timbah yang dihasi!kan pada 

rumah sakil. 

3. Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus 

untuk merokok di tempat umum ; 

a. Penetapan kawasan tanpa rokok dengan menyediakan smooking 

area dan per1engkapannya; 

b. Penyutuhan tentang deteksi dini dampak merokok: 

c. Pengadaan media penyuluhan deteksi dini clan dampak merokok, 

4. Peningkalan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas 

perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok : 

a. Penyeaiaan sarana perawatan kesehatan bagi penderita alobat 

dampak asap rokok: 

b. Pengadaan pe,alatan kesehalan dan obat-0batan untuk perawalan 

pendenta akibal dampak asap rokok baik dalam sarans pelayanan 

kesehatan dasar maupun rujukan; 

c. Pengadaan peralatan penunjang unluk memantau kondisi penderita 

akibat rokok; 

d. Pendirian dan pengembangan polikfinik akibet rokok di puskesmas 

dan rumah sakit; 
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e. Pelabhan peningkatan kemampuan petugas pada pei ianganan 

penderita akibat rokok; 

Screening deteksi awal penyakit akib31 rokok; 

g. Pembinaan. pemantauan dan koordinasi petugas kesehatan. 

3.4 Sosialisasi ketentuan dibtdang Cukai 

1. Penyuluhan; 

2. Seminar, 

3. Forum Diskusi atau dialog interaktif; 

4. Penyebaran pamflet, brosur, Jeat!et, spanduk, stilcer, bilboerd dan lain-lain; 

5. lklan tayanan masyarakat. 

3.5 Pemberantasan barang kena cukai illegal 

1. Pengumpulan infonnasi peredaran hasil tembakau yang dilekali pita cukai 

pafsu, yang tidak dilekali pita rukai/polos, yang tidak sesuai dengan 

perunhJkl(annya pada tempat penjual eceran; 

2. Peningkatan operasi pasar, 

3. Pemeriksaan lokasi pabnlc; 

4. Profiling pengusaha pabrik. 

BAB JV 

PElAPORAH PELAKSAHAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

4_ 1 Trm T eknik/SKPD membuat laporan alokasi penggunaan dana alas 

pelaksanaan kegiatan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali, untuk 

semester pertema paling lambat tanggal 10 Juli dan mtuk semester kedua 

paling lambal tanggal 10Desember. Dalam hal tanggal 10 jatuh pada hari libur, 

batas akhir penyampaian laporan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya. 

4.2 Bupati/Tim Koordinator membuat laporan alolrasi penggunaan Dana Bagi Hasil 

Cukai Hasif T embakau alas pelak-,aan kegiatan dan laporan konsofldasi dari 

SKPO setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubemur Provinsi Jawa Timur Cq, 

Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, untuk 

semester pertema paling lambat tanggal 20 Juli dan untuk semester kedua 

paling lambat tanggal 20 Desember. Dalam hal tanggal 20 jatuh pada hari libur, 

batas akhir penyampaian laporan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya. 
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4.3 Format lapaan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 dan 4.2 sebagai 

berikut: 

LAPORAN PELAKSANMN KEGIATAN 

··················································••· ., 
OINAS INSTANSI - ) : ......................... . 

Periode: .. ... .......•...•........• 

NO 
PROGRAM / 

KEGIATAN 
ANGGARAN 

REAUSASI PENCAPAIAN 
KETERANGAN 

KEUANGAN KINERJA(%) 

1 2 3 4 5 6 

-

Bojonegoro •... ·····•···· ........ . 

Keterangan : 

i diisi dengan kegiatan yang dilaksanakan 

'j diisi dengan pelaksana kegiatan 

... .. , .. , ;• • I It '.U Pl 111 I • • 111 • :: 11 I 
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BABV 

MONITORING DAN EVALUASI 

5.1 Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilaksanakan untuk : 

1. Mengctahui kemajuan dan perl(embangan capaian program; 

2. Menilai ke s :siaian pelaksanaan program deogan kebfJakan; 

3. Tujuan dan mekanisme yang telah ditetapkan dan; 

4. Mendokumentasi befbagai kegiatsn sebagai bahan untuk menyusun 

tindaltan perbaikan program. 

Kegiatan monitoring dan evaluasi d~akt.d<an secara partjsipatif oleh Pengelola di 

Kabupaten/Kota. 

5.2 T Ola Ukur Kmerja Program. 

5.2.1 Tokli< Ukur Masukan 

a. Masyarakat penerima manfaat program; 

b. Peran masyarakat sebagai pengelola program; 

c. Partisipasi masyarakat dalam Pengambitan Keputusan; 

d. Bantuan T eknis dari Dinas/lnstansi sektofal a tau pelaku 

pembangunan lainnya; 

e. Keswadayaan masyarakat dalam program; 

f. Pendayagunaan sumberdaya lokal; 

g. Oukungan kebljakan; 

h. Dukungan administrasi dan penge!olaan program. 

5.2.2 Tola Ukur Proses 

a Pelaksanaan Sosialisasi Provinsi; 

b. Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan; 

c. Pelaksanaan Penulisan Usulan kegiatan; 

d. Verifikasi usulan kegiatan; 

e. Pelaksanaan Pencairan Dana; 

f. laporan Betkala (pi og, es~ ,eport); 

g. Pengawasan. Monitoring dan evaluasi; 

h. Penyiapan Kapasitas Masyarakat Untuk Pelestarian. 
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5.3 Sanksi 

5.3.1 Bagi Tun Teknik yang teroukti tidalc mentaati atau dinilai telah 

melanggar ketentuan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis 

Operasional Program. dikeoakan sanksi berupa pengurangan 

sampai dengan pencabutan alOkasi dana untuk tahun anggaran 

benkutnya. 

5.3.2 Apabila terjadi pelanggaran hukum oleh pengelota program atau 

pihak lainnya, akan diselesaikan sesuai prosedur dan ketentuan 

hukum yang berlaku. 

BABVI 

PENUTUP 

Dalam pelaksanaan program lni tentunya harus ada sinkronisasi antara 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh 

instansi vertikal terlcait di daerah serta seluruh pelaku usaha hasif tembakau. Program 

ini kegiatannya harus dirinci beroasarl<an ska!a priorilas yang melipuli program 

jangka pendek. jangka menengah dan jangka panjang. 

Pedoman umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ini 

disusun sebagai landasan dan arah bagj implementasi pengetolaan program. 

BUPATI BOJONEGORO, 

ttd. 

H.SUYOTO 


